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DATIA DESA TAHUT{ AIiIGGARA$ 2A2L

r)THGAIiT E.*I{SIA? ?1}HA1{ Y&I{G BfiAHA ESA

BI}PATI BARI?A ?IMUE.,

Menirni:ang : bahwa untuk dengan melaksanakan ketentuan Fasai 12 ayat

(1) dan ayat {6} Peraturan Pernerintah Nomor 5O Tahun 201,4

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Segara sebagaimaaa telah beberapa kali diubah

terakhir kali dengan Peraturan Pernerintah Nomor S Tahun

2O16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ferrterintah

Nomor 60 Tahun 2*14 tentang Dana Desa yang Bersurnber dari

Anggaran Penciapatan dan Beianja Negara, periu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2421;

Mengingat : 1. Un<iang-Undang Nomor 5 -Tahun ZfrfiZ tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Puiang Pisau, Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Murung

Raya dan Kabupaten Barito ?irnur di Frovinsi Kalimantan

Tengah {Lembaran Negara Tahun 2O02 N*rnor 18,

Tamhrahan l,embaran Negara Repuhtlik indonesia Nornor

a180i;
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z. Undang-Unciang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerjntahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2CI04 Ncmor 12S, Tambahan Leartlaran

Negara Republik Indcnesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2*14 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 241+ Nomor

7, Taml:ahan Lembaran Negara Repubtik indonesia Nomor

5495) sebagaimana tetrah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran

Negara Republ,ik indonesia Tahun 2*2A Nomor 245"

Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

6573i;

UnCang-Undang Nomor 23 Tahur:. 2414 tentang

Pemerintahan Daerah ii,emhraran Negara Repr.lbiik

Indonesia Tahun 2Ol4 Namor 244, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), setlagaimana

telah beberar:a kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1i Tahun 2A2A tentaag Cipta Kerja

{Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2O2O Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 6573i;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O20 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2421

(Lembaran Negara Republik lndcnesia ?ahun 2*2* Nomor

239, Tarnbahan Lembaran $egara Republik indonesia

Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AL4 tentang

Peraturan Peiaksanaan Untiang-Undang Nomor b Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2A14 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indcnesia Nomar 5539], sebagaimana telah beberapa

kali diubrah teraktrir dengan Peraturar:. Pemerinteh Non:or 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Feraturan

Pernerintah Nomor 42 Tahun 2A* tentang Peraturan

Peiaksanaan Unctang-Undang F{omor 6 'Tahun 2414 &ntang

Desa {l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2CI19
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Nomor 41, T-ambahan l,embaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun

2A16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah

Nomor 6tl T'ahun 2CI14 tentang Dana Desa yang Fersumber

dari Anggarara Pendapatan dan Belanja Negara {l,embaran

Negara Repr.rblik Indonesia ?ahun 2015 Nomor 57,

Tambahan LemLraran Negara Republik Indonesia Nomor

586a);

Peraturan Presiden Nomar t 13 Tahun 2020 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2{}2i (i,em-baran T{egara Repu"biik Indonesia

Tahun 202A Nomor 225|;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2AL4

tentang Peciaman Pembangunan Desa {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2*9a|;

Pera.turan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2*16 tentang Indeks

Desa Membangun (Benta lrlegara Repu-blik Inricnesia

Tahun 2016 Nomor 300];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengeiolaan Keuangan Desa {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2818 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang

Penetapan fuaritas PenggurLaart Dana -llesa. Tahun 2021

iBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1035);

Peraturan Menteri Keuanga:r Nom*r 222 / PMK.07/2O24

tentang Pengelclaan Dala Desa (Berita Negara Republik

Indonesi* Tahun 202A Nomor 16a 1);

Peraturan Merrteri Keuangan Nomor 17/PIVIK.07 12A21,

tentang Fengelolaan T.ransfer ke Daerah cian Dana Desa

Ta}run Anggaran 2A2t dalam rangka Mendukung

8.

0

10.

i 1.

72.

12f(r.

14.



Fenanganan Fanderni eorona Virus frsease 2t);9 {COVID-

19) dan Dampaknya {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun ZOZL F[omor 149];

Peraturan Daerah Barito Timur Ncntor 7 Tahun 2AZA

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 202L {tserita

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2A2A None*r 63);

Peraturan Eupati Barito Tirnur Nomor 17 Tahun zALg

tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahr:n 2019 Nonaor 11);

Peraiuran Bupati Barito Tiraur Namor 2 Tahun 2*24

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan L*ka1 Berskala Desa Di Wilayah

Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito

Timr.rr Tahun 202S N*mor 22);

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 27 Tahun 2A2O

tentang Penjabaran Anggaran Pendapa.tan dan tselanja

Daerah Kabupaten Barito Tiraur Tahun Anggaran 2il2l

{Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2A2* Nornor

L'7\."t)

nfiEir{-LiTUSlifrff :

Menetapkan : PERATIIRAS BUPATI TE}[T.+I!$G TA?A CARJL PEtrfiBAGIAII

DAIS PEIIIETAPAI{ RISCIAIII SAHA PESA ?AIIU$ ATTGGARAI{

20l2t"

tsAB I
IEETEFT.T.:I,AM UNEUNfi

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupatr ini yang dir*aksud denga*:

1. Bupati adalah Bupati Barito Timur.

2. Peneerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yaflg memia:pin pelaicsanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Otancrrl.
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Pemerintah Desa arialah KepaJa Desa dibantu perangkat Desa seba"gai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyetrenggaraan urusafl pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam si*tem pera*rintahan Negara

Kesatuan Republik Indcnesia.

Desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan: masyarakat hukum

yang memiliki batas r,vilayah yang berw=enang untuk mengatur rlan

rnengurus urusari pemerintaharr, kepentingan masyarakat seternpat

trerdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihorrnati dalam sistera pemerintahan Nega.ra

Kesatuan Republik lndonesia.

Badan Fermusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

krerdasarkan keterwakiian wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dana Desa adaiah dana yang bersumber dari Anggaran Fendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Ti.naur dan

digunakan untuk membialrai pen3relenggaraan pemerintahan.

pelaksanaan pembangurtan, pernbinaan keraasyarakatan, dan

pemberd ayaan maslrarakat.

Jumlah Desa adalah jumiah Desa yang ditetapkan oleh Menteri ilalam

Negeri.

Anggaran Pendapatal dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunaa Pemerintahanan Desa"

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarrrya kesej ahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat llese. adalah upaya mengemLrangkan

kemandir:ian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemarnpuan, kesadaran,

serta rnernanfaatkan sumher daya meiaiui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai d.engan esensi rnasalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adaiah pilihan kegiatan yang

didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk

dibiayai dengan Dana Desa.
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Aiokasi Dasar a<iaiah al<lkasi yang ciihitung -berdasarkan presentase

tertentu dari anggaran Dana Desa yang dihagi seca-ra merata kepad,a

setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Alokasi For:nula adalah alakasi yang dihitr.rng deng*"a memperhatikan

jurnlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, iuas wilayah Desa, dan

tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan

status ciesa tertinggal dan sangat tertinggai, yang memiiiki jumiah

penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adaiah alokasi yang diberikan kepada Desa yang rnemiiiki

penilaian hasil kine{a terbaik"

Indeks Kesulitan Ge*grafis Desa yang selanjutnya di*ebut IKG Desa

adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa

Lrerdasarkan variatrei ketersediaan pelayanan dasar, kandisi infrastruktur,

transportasi, cian komunikasi.

Rekening Kas Umum Daerah, y&ng seiaajutnya disingkat RKUD, adalah

rekening tempat penyimpanaa ual1g daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar selurnrh

pengeiuaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening

tempat rnenyirnpan uang Pemerintah Desa yang merrampung selurruh

penerimaan Desa, clan untuk rnembayar seluruh pengelua.ran Desa pacia

Bank yang ditetapkan.

Pandemi COVID-19 ada-lah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam

Sraitu C*rcna Vinss Ilisease 2*3.9 {CCVID-19i yaag tnerrgancat'lt dan

mengganggu kehidupan dan p*nghidupan mas3rarakat Desa, sehingga

rnengakibatkan korhan jiwa manusia serta dampak sosial, ekon*rni,

kesehatan dan kejiwaal atau psikologi manusia"

'T-'enaga Pendamping Profesionai aclalah tenaga profesionai yang direkrut

oleh kementerian yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di Lridang

Desa, pembangunan daerah tertinggal darr transmigrasi yang bertl..igas

pendampingan di tingkat Desa, kecarnatan, kabupat*n dan

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa

adalah pemberian uang tunai ieepada keluarga miskin atau tidak rnaillpl-r

di Desa yang bersumber dari Dana Desa" untuk mengurangi ciampak

ekonorni akilrat adanya panciemi Car*n*Virus ilisease ?019 {COVII-}-T9}.

18"
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24.
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{1}

BAB II
PEIdPTAPAII lrIHCIA}iI DANA DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Barito Timur ?ahun 2821 berjumlah 101

Desa.

Rincian llana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito -l'imur Tahun

Anggaran 2O2l sehagaimana dimaksud pada ayat {1}, dialokasikan secara

merata dan berkeadilan berdasarkan :

a" Alokasi Dasar;

tr. Aiokasi Afirrnasi;

c. Aiokasi Kinerja;

d. Alokasi Formula

Jumiah Desa sebagaimana riimaksu<i pada ayat (i| riitetapkan sebagai

Desa penerima Dana Desa Tahun Z'A2L '

Jirmlah Dana Desa Kabupaten tsarito Timur Tahuo Anggaran 2021

sebesar Rp. 86.868.8 1 8.000,-

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa se-bagaimana Oimaksud dalam Pasal 2

ayat (2i huruf a d.itentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk'

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagairaana dimaksud pada ayat {1)

ditetapkan berdasarkan daftar Desa penenma Aiokasi Dasar yang

disampaikan oleir Menteri Keuangan meialui Dircktur Jenderal

Perimbangan Keuangan kepad'a Bupati'

Alokasi Dasar sebagairnana di.maksud pada ayat (1) dengan ketentuan :

a.Rp 56i.574.000,o0 (lima ratus enam puiuh satu juta iirna ratus

tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk

101 iseratus satu) sampai dengan 1'000 lseribuljiwa;

b.Rp 641.574.0O0,00 {enam ratus empat pulurh sa.tu juta iiraa ratus

tujulh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk

1.001 (serihu satu) sampai dengan 5.fi00 {1ima ribu}jiwa'

SIS&rc^di\tr
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Pasal 4

(1)AiokasiAfirmasisetiapDesadihitungdenganffienggunakanrumu$:
AA Desa = {0'01 x DD} I {{2 x }ST} + {1 x DT}}

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumiah Desa sangat tertinggal yang memiiiki lurnlah

Penduduk miskin tinggi

DT=jumlahDesatertinggalyangmemilikijumlahpenduduk
rniskin tinggi.

Alokasi Afirrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan kepada

Desa tertinggai dan Desa sangat tertingg*.l yang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggl.

Besaran Aiokasi Ai-irmasi setiap Desa sebagaimana dimaksuri dalam ayat

{1) ditetapkan berd.asarkan daftar Desa penerima Alokasi Afirmasi yang

disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan kepada Bupati'

Pasal 5

nlokasi Kinerja sebagairnana <iimaksuci daiam Fasal 2 ayat i2) hurut c

dibagi Kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan

Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (autput) Dana Desa, dan

capaian hasii {outcome! pembangunan De*a'

Jumlah Desa yaxg menerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat t1) adalah sebanyak 10% {sepuluh persen} dari jumlah Desa di

Kabupaten Barito Timur.

Besaran alokasi Kinerja setiap desa sebagairnana dimaksud paO.a ayat (2

ditetapkan berdasarkan daftar Desa penerima Alokasi Kinerja yang

disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Ilirektur JenCera1

Perimbangan Keuangan kepad-a Bupati'

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)



Pasai 6

(u Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud daiam Pasal

2 a.lrat{2} huruf d dihitung dengan bobot dan data perrghitungan:

a. l}a/a {sepuiuh persen} untuk jumlah penduduk;

b"4a"h(empatpuluhpersen}untukangkakemiskinan;

c.2}ahiduapuluhpersen}untukluasr,vilay*.h;dan

d.30%(tigapuluhperseniuntuktingkatke*utritangeografis.

{2\ Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihitung dengan menggullakan rumus:

AF Desa = {(0,1O x Zl} + {0,40 xZ21+ {0,20 xZSl + {0,30 xZa}l x AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap De*a

z1. = rasio iumlah penduduk setiap Desa terhadap total

pendu<Iuk Desa Daerah kabupaten Barita Timur

Zz = ra$io jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa Daerah kabupaten Barito Tiranr

Z3 = rasio luas wilaSrah setiap Desa terhadap total luas rviiayah

Desa Daerah kabupaten Barito Timur

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten

Barita Tirnur

AF Katr = niokasi Formula setiap Daerah kabupaten Barito'Timur

Pasal 7

penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Ka-bupaten Ba"rito Timur

Tahun Anggaran 2A27 tercantum dalan:. Lampiran I dan lar"l]piran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ferafi;,ran Bupati ini'

BAB iII

IVTEKANISME DAII TAHATAA PEITYALT}RA$ I}AI{A DESA

Pasal I

(1) Fenyaluran Dana Desa dilakukar melalui pemindahbukuan dari RKUN ke

RKD melalui RKUD.

spere,&tr
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Fenyaluran Dana Desa sebagaimana <iimaksud pacta ayat {1i riilakukan

melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan pen;raluran

dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD'

pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana

hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Cilaksanakan herdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana llesa sebagairnana dimaksu<i patia ayat iii ciilakukan

dalam 3 (tigai tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40To {empat puluh persen} dari pagj: Dana Desa

setiaP Desa, dengan rincian:

l.4aa/a iempat puluh persen) d.ari pagu Dana Ilesa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa hulan kesatrl

sampa"i dengan lruian kelima paling cepat bulan Januari;

2" ke-butuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai

dengan bulan kelima paling cepat bulan Janr'rari untuk bulan

kesatu dan paiing cepat masing-masing bulaa berkenaan untuk

bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesat 4OY* {empat puluh persen} dari pagu Dana Desa

setiaP Desa, dengatr rincian:

l. +a"k (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

ciikurangi kebutuhan Dana Desa untuk 81,:T Desa bulan keenam

sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat hulan Maret;

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sarnpai

dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni uatuk bulan

keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk

bulanketujuhsampa.id-enganbulankesepuluh;dan

c. tahap IlI sebesa.r 2Oo/* icua puluh perserr) dari pagu Dana Desa setiap

Desa-, ciengan rlnclan:

l.zava (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana De*a untuk BLT Desa Lrulan

kesebelas *ampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan

Juni;

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT

dengan buian kedua beias Paliag

buian kesebela-s dan Paiing cepat

kedua belas"

Desa Lrula.n kesebelas samPai

cepat bulaa Novemher untuk

akhir'nuian Novem-ber buian

pA,ffq&.ffi
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PasaL 9

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal I ayat (4)

dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KtrA Penlrah:ran DAK Fisik dan

Dana Desa rnenerima dokurnen persyaratan penyaluran dad Bupati

secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebagaimana dimaksuc dalam Fasal I ayat {4} huruf a angka

1 beruPa :

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan

rincian Dana Desa setiaP Desa;

2" peraturan Desa mengenai APBDeS;

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasatr I ayat (4) huruf b angka

1 treruPa :

i. iaporan reaiisasi penyerapan ilan capaian keiua-ran Dana Desa

tahun anggaran sebelumnYa;

2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahap I menunjukkan rata-rata realisasi peeyerapa-n paling

sedikit sebesar 50 ok {lima puluh perseni dan rata-rata capaian

keluaran rnenury'ukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh

iima perseni dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepaia Desa mengenai penetapan keiuarga penerima

manfaat BLT desa ata"u peraturan kepala Desa mengenai

penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

4. berita acara konfirmasi dan rek*nsiliasi kumulatif sisa Dana

Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KFPN yang

berasal dari:

ai sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan

Tahun Anggaran 2il18 yang disetor o'ieh kepaia Desa ke

RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2S15 sampai

d.engan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap III sebagaimana dimaksud da1e.R? Pasal 8 ayat {4} huruf c

angka 1 berupa:

1. laporan realisasi pe*lrerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai ciengan tahap Ii menurjukkan rata-rata reaiisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 9* a/a {sembilan puluh persen)

t(nBA6',f{il(tili J }rrf ::iiii il S.iii}



(2)

rian rata-rata capaian keiuaran menunjukkan paiing seciikit

sebesar T5 ok {tujr"lh puluh lima persen} dari Dana Desa Tahap II

yang telah disalurkan;

2. iaporan konvergensi pencegahan s**zting tingkat Desa tahun

aflggaran sebeiumnYa.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2A20

selama 9 {sembilan} bulan, selain persyaratan sebaga'imana dirnaksuC

paia ayat (i) hurui b, penyaiuran Dana Desa tahap Il Tahun Anggaran

2}21"juga di tan:irahka-n dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepaia

Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa

yang memenuhi kriteria d"anlatag tidak tersedia cukup anggaran per

bulannya.

Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata

cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa *etiap Desa, selain

pensyara.tan setragaimafla dimaksuti pada ayat i1i hurul c juga

ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati rnengenai

perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap

Desa.

Bupati bertangg,.rng jawab untuk menerbitkan surat kuasa

pemindahbukuan Dala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hr-rruf

a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajil-: disampaikan pada saat

penyampaian dokumen persyaratan peflyaiuran tahap I pertama kaii.

Capaian keluaran sebagairnana dimaksud pada ayat {1} huruf L' angka 2

dan hgruf c angka 1 dihitung berd.asarkan rata-rata per*entase capaian

keiuaran dari seluruh keglatan.

penyusunan laporan realisasi penyerapaE dan capaian keluaran

setragaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b dan huruf c diiakukan

sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,

vo-iume keiuaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

Dalam hal tabei referensi setragaimana dimaksud pada ayat {6i helum

rnemenuhi input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan

tabe}referensikepadaKPAPenS:aiuranDanaAlokasiKhususFisikdarr
Dana Desa untuk dilakukan p*mutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat {7i mengacu

pada peraturan yang ditetapkar: *ieh Kementerian Dalam Negeri"

Dokumen persyaratan penyaiurafi sebagaimana ciimaksud pacia ayat (i1

disampaikan dengan surat pengantar yarig ditandatangani oleh Bupati.

(3)

t4)

(s)

{6i

{7}

(8)

SPd-\ffiAdlrF
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i1U) Dokurnen persyaratan penyaiuran Dana Desa sebagairnana dimaksuti

pada ayat (li disampaikan dalam bentuk dokumen digital {soficopg} atau

d okurnen f:l*ik {hardeoqA }'

(1ii Dokurnen digital {safic*pg} sebagaima-tra dimaksud pada ayat {10! diolah

dan dihasilkan melaLui aplikasi Online Monitoring Sistem Ferbendaharaan

dan Anggaran Negara {OM $PAN}.

(1)

Pasai 10

Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT

d"engan bulan kelima sebagaimana dimaksud

a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:

a. merneRuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 9 ayat

(1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima

manfaat setiap buian yarr:Lg i:erlaku selama i2 idua hetasi bulan

untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan

kelima untuk masing-masing hulan di*alurkan setelah Bupati

melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

br"llan sebelumnYa.

Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud

ciaiam Pasai S ayat ia) huruf tr angka ? untuk bulan keenam sarnpai

dengan buian kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati

rnelakukan perekarnan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan

sebeXumnya.

Fenyaluran DaIa Desa Tahap ItI untuk BL? Desa sebagaimana dimaksud

rialarn Pa*al I ayat {4} huruf c angka 2 untuk hulan kesebelas sampai

dengan hulan kedua trelas masing-masiag bulal di*alurkan setej'ah

Bupati metrakukan perekaman realisasi jumiah keiuarga penerima

manfaat bulan sebelumnYa.

Perekaman *ebagaimana dimaksud pada ayat {1i sampai dengan ayat (3}

dilakuka* melalui apiikasi Orztine Monitaring Sisterc Perbendaharaan dan

Anggaran Negara {OM SPAN}-

{5} Perekaman sebagaimana dirnaksud pada ayat 14} untuk perekarnan

realisasi jumiah keluarga peneriraa manfaat bulan kedua belas dilakukan

paiing iambat tanggal 3i Desem-ber.

ilesa bulan kesatu sarnpal

dalam Pasal I aYat {4} huruf

t2)

(3)

(4)



(6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksuO paria ayat ii)

Lruruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu iahun *ebelumnya atau hasil

pendataan jumlah keluarga penerima rnanfaat BLT Desa tahun

berkenaan.

t|l Daiarn hal tidak terdapat keiuarga penerima raanfaat BLT Desa' Iiana

Desa disalurkan d,engan besaran sebagaimala dimaksud dalam Pasal 8

ayat t4) tanpa oikurangi kebutuhan Dana -ljesa untuk BLT ilesa'

(8) Dalarn hal terdapat perubahan Peratura-n Kepala Desa" mengena"i

penetapan keluarga penerima manfaat BL? Desa sebagaimana disraksud

dalam Pasal 9 ayat {1} huruf b angka 3. Bupati menyampaikan perubahan

Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui. aplikasi online Monitoring

Sistem perbendaharaan dan Anggaran Negana (oM SPAN) patring larnbat

tanggal 31 Desemlrcr.

(9i Daiam hal penyaiuran Da-rra Desa untuk IJLT Desa truian kesatu ticiak

diiaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT

Desa sebagaimana dirsaksud pada ayat {1} sampai dengan ayat {3} untuk

bulan kesatu sarnpai dengan bulan -Yaag belum disalurkan dapat

dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya'

(10) Daiam hal jumiah keiuarga penerima malfaat yang telah direaiisasikan

le-bih besar atau iebih keci'i dai jumiah keluarga penerima nnanfaat yang

tetrah direkam pada buian kesatu setragaimana dirnaksud pada ayat (1)

huruf a, Dana Desa untuk BLT ilesa bulan ked"ua sampai dengan bulan

kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap Liulan'

{11} Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekarnan data reaiisasi

jumlah keluarga penerirna mar:faat BLT Desa *ebagairrrana dirnaksud

pada ayat {1} sampai dengan ayat {3}, dan ayat {5}'

Pasal il

{1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan pen3taluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I a3rat {1}' Kepala Desa me

nyarnpaikan dokumen persyaratant penyaiuran kepada Bupati secara

lerrgkap dan bener dengan ketentuan :

a. Dokumen usulan Penyaiuran Dana Desa tahap I meliputi :

1. Surat permohonan penyaiuran Dana Desa Tahap i;

sffir{t}s.
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i2)

2. Surat Pernyataan Tanggung Jarn'ai: FenggUnaan Dana Desa Tahap 1;

3. Peraturan Desa Tentang APBDesa.

b. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap 1I meliputi :

1. surat permohonan perqialuran Dana Desa Tahap I1;

2. sr.lrat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaafi Dana Desa Tahap iI;

3. laporan Realisasi Penyerapan dap Capaian keluaran {Orttput} Dana

Desa Tahun Anggaran Seb'elumnYa;

4. laporan realisasi penyerapax dan capaian ke-luaran Dana Desa tahap

I menunjukkal rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sehresar

50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

menunjukkan paling sedikit sebesar 351/" {tiga puluh lima persen)

dari Dana Desa tahap I yang telah disaiurkan;

5. peraturan kepaia Desa mengenai penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa merigenai penetapan

tidak terciapat keluarga penerima mantaat BLT Desa; tian

6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa

Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD

antara Pemerintah Daerah d"an Pemerintah Desa:

c. Dokumen usula-n penyaluran Dana Desa tahap lli meliputi :

1. Surat permohonan penyaluran Da:ra Desa Tahap III;

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Fenggunaan Dana Desa Tahap trII;

3. iaporan realisasi penJrerapan rian capaian keiuaran Dana Desa

sa.rnpai dengan tahap II menunjukkan ra-ta-rata realisasi per'yerapan

paling sedikit sebesar l\h {sembilan puluh persen} dan rata-rata

capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% {tujuh

puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;

4. Laporan konvergensi pencegahan sttsrzting tingkat desa tahun

sebelumnya.

Dalam hai Desa tiriak me-laksanakan BLT Desa Tai:.un Anggaran 2A2O

selama g {sembilan} bulan, selain persyaratan setragaimana diroaksud

pada ayat {1} huruf b, penyaluran Dana Desa tahap Ii Tahun A::rggaran

Z11juga d.i tambahkan dokumen pers1,-aratan berupa peraturan kepala

Desa merigenai tidak terdapat cal*n keluarga penerima rnanfaat BL? Desa

yallg memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggarafl per

hulannya.

ffi/,h$E.4qfi-
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i13i Capaian keluaran se-nagaimana dimaksuci pada ayat ili i.1uruf b a*gya 4

dan huruf c angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian

keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa'

penyusL:.nan laporan realisasi pe1{/erapaft dan capaian keluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat t1i dilakukan sesuai dengan tabel

referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiata*, uraian keluaran, volume

keLuaran, carapengadaan dan capaian keiuaran'

Da-lam hai tabei referensi sebagaimana dimaksud" pa.da ayat 1ai 
"beium

memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan

perrnintaan perubahan tabel referensi kep*da Bupati untuk diiakukan

pemutakhiran.
perubahan tabel refer:ensi sebagaimana dimaksud pada ayat {5} mengacu

pada peraturan yarLgditetapkan oleh Keme*terian Dalarn Negeri"

Pasal 12

Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa

bulan kesatu sampai den.gan bulan kelima sehagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat {1}, disaiurkan dengan ketentuan:

a. persyaratan sehagaimana dimaksud da-lam Pasal 11 a3'-at {1i huruf a

dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap

bui.an yang -nerlaku seiama i2 idua 
-belasi bulan untuk penyaluran

Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

kr. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan

kelima masing-masi.ng bulan disal6rkan setelah Kepala Desa

menyarnpaikan data realisasi jumlah keluarga peaerima manfaat

bulan sebelumnYa kePada BuPati'

Penyaluran Dana Desa Tahap iI untuk BLT Desa butran keenam sampai

dengan -buian kesepu-luh sebagaimaRa dimaksuti oaiam Pasai 10 ayat (2)

masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan dat"a

jumiah realisa*i jumlah ketuarga penerima raanfuat bulan sebelumnya

kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa Tahap IiI untuk EL? Desa bulan kesebelas sampai

dengan bulan kedua belas seha-gaimana d'imaksud dalam Pasal 10 ayat (3)

masing-masing bulan disalurkaa s*telah Kepala Desa menyampaikan data

jumlah reaiisasi jumiah keiuarga penerima ananiaat bulan sebeiumnya

kepad"a Bupati.

(4)

(5i

(6)

(1)

(2)

{3)

Fsrs&$q&tr
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(4i

(5)

Kepaia Desa menyampaikan ciata reaiisasi jumiah keluarga penerima

manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga

bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, merupakan jurnlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga

penerima rnanfaat BLT Desa Lrulan kesatu tahun *ebelumnya atau hasil

pendataan jumlah keiuarga penerima manfaat BLT Desa tahun

berkenaan.

Dalam ha1 terd.apat perubahan PeratBran Kepala Desa mengenai

penetapan keluarga penerima raanfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalamPasaillaSrat{lihurufbangkaS,KepalaDesarnenyampaikan
perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupafi paling lambat

minggu ketiga hrulan Desember"

Kepala Desa bertanggung jawah atas

keluarga penerima manfaat BLT Desa

(1) sampai dengan a3rat {4}.

(6)

(7) kebenaran data realisasi jumlah

sebagaimana dimaksuti Pada aYat

Pasal 13

Dokumen usulan penyaluran DaJ1a Desa sebagai,mana dimaksud dalam Pasal

11 harus dilengkapi dengan surat Pengantar camat yang disampaikan kepada

Bupati Up. Kepala Dinas Fem-berdayaan Masyara-kat dan Desa cian Sosial

Kabupaten Barito Timur'

Pasal 14

Rincian Dana Desa yang diterima Desa Tahun Anggaran 2A21,

dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2421'

AFBDesa setragaimana dimaksud pada ayat {ii merupakan AFBDesa yang

rincian iampirannya di.susun dengan meBggunakan Aplikasi sistem

Keuangan Desa.

(1i

(21

FAffi,Atr



Pasal 15

(1) Datram ha1 Bupati tidak menyanlpaikan dokumen persyaratan penyatr.uran

Dana Desa sebagaimana dirnaksud dalam Fasal I a}rat (1) dan tidak

melakukan perekarnan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT

Desa sebagaimana dimaksud. dalam Pasatr 1S *ampai dengan berakhirnya

tahun anggarall, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa

di RKUN.

{21 sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada a-Yat {1} tidak dapat

disalurkan kembati pada tahun anggalan berikutnya'

Pasai -16

Peanotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimalla dimaksud

dalam SPP dan SPM.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud

padaayat(1}dicatatdenganmengguna"kanakunpecerit"naan
nonanggaran.

Pasai i7

penyaluran dana hasii pemotongal Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal I ayat {2i dilaksanakaa hrerdasarkan pencatatan dana hasil

pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {2}'

pejabat Pembuat Kornitmen melaksanakan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pa-da" ayat {1] melalui

penerbitan SPP.

Berdasarkan Spp sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Pejabat

penandatanganan surat Perintah Membayar menerbitkan surat Perintah

Mernba,varuntukpen3,aluranrlanahasilpemotongarrDanaDesakeRKD.

Berdasarkan sPM sebagaimana dimaksud, pada ayat {3}, Kantcr Pelayanan

PerLrendaharaan Negara menerhitkaa SP2D untuk penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD.

{1)

(2\

(1)

\21

{3)

{4)

i5) Penerbitan SPP rian SPM sebagaimana ciirsaksud pada ayat

(3) dilaksanakan pada tanggal -}-a11g sama dengam Penerbitai

sebagaimana dimaksud dalam Fasal 16 ayat {1i'

G

I,

i2] dan ayat

SPP dan SPM

P.&$*4.@uF
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tb) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Tla1'a Desa ke RKD

seLragaimana dimaksud pada ayat l4l,, Kepala Desa menyampaikan lemtrar

konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKI} kepada Bupati'

KepalaKPPNmen}ra]llpaikandaftarrinciansP2Dpenyalurandansp2D
hasii pernotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui Online

Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara tOM SPAIlii'

Tata Cara penerbitan SPP, SPM, SPID sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), ayat (3) dan ayat {4j <iilaksanakarr sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

BAF IV

PRIGRETAS PEIIGGUIIIAA!{ BAISA DESA

Pasal 18

Dana Desa ciipnoritaskan pengguBaanrrya untuk pernuiihan ekonomi Can

pengembangan sektor prioritas di Desa'

Femuiihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat {1J, berupa jaring

pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberda-lraan usaha mikro kecil

dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembaEgan potensi Desa

melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa pengembangan Desa Digitai, Desa wisata, usaha budi ciaya

pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan panga$ dan hewani, dan

perbaikan fasilitas kesehatan.

Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksr:d pada ayat {2} berupa BLT

Desa menjadi prioritas utama dalam pengguBaan Dana *esa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimaaa dima-ksud pada ayat (1)

terrnasuk kegiatan dalam rangka menaflggulangr dampak pandemi Carona

Virws Disease zCI19 iCtlVfD-Lg).

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berpedoman

pada Peraturan Menteri Desa, Pemhangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi mengenai prioitas penggunaall Dana Desa'

(7)

(8)

(il

(2)

(3)

(4)

(s)

t6)

PP\ffi.&tr
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(1)

Pasai i9

Dalam rangka perranganan pandemi corona virus Ihsease 2*19 iCoVlD-

19} dan Dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaasfiya {e*rmarket}

di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan

b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Vil-ls lhsesse 2019

(COVID-19) yang merupakan kewenangan Desa'

Pendanaan kegiatan penanganan pandemi carona virus ojse$se 2019

(covlD-1g) di seluruh Desa sebagairnana cimaksud pada ayat {1} huruf b

d.itetapkan paling sedikit 8% {de1apa.n persen} dari pagu Dana Desa setiap

Desa diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan l,angsung

Tunai Desa"

penanganan pandemi corona virls Disease 2019 {COVID- 1qi

sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dilakukan melalui pos komando

pena"nganan panderni corona virus Irjsease 2Oi9 icovlD-lqi atau pos

jaga di Desa.

Pos komando penallganan panderni Corona Virus *isease 2019 TCOVID-

19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat i3) rnemiliki fungsi :

a. pencegahan;

b. penanganan;

c. pembinaan; dan

d" penciukung pelaksanaan penanganan carona virus Disectse 2AL9

{COVID-19) di tingkat Desa-

Rincian kegiatan pena.ngallall pandemi Ccrona lrirus Di'sease zALg

fcoviD-19) termasuk pelak*aaaaa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan sleh Desa

berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {4} bery:edoman

pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan'

Kepaia Desa meiakukan penyesuaiaa pengguaaan Dana Desa atas

kegiatan penanganan corona virus .ursesse 2019 {COVlD-igi sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangar]'

Gubernur d.an Bupati raerrdorong d.an mexnantau pelaksanaat kegiatan

penanganan Corona Virue Disease 2019 {COYID-19} yang didanai dari

I)ana Desa.

\21

tr,l

{4}

(5)

(6)

(7)
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(1)

Fasai 20

Pemerintah Desa wajib m.enganggarkan dan melaksarlakan BLT Desa

setragaimana dimaksud dalarn Fasatr 18 ayat {4}'

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat i1) diberikan kepada keluarga

penerima rnanfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa

bersangkutan;

b. tidak termasuk penerima barrtuan Pr*gram Keluarga Harapan (PKH),

Kartu sembako, Kartu Fra Kerja, Bantuan sosial Tunai, dan program

Lrantuan sosial Pemerintah 1ainn3'a'

Dalam hal keluarga penerima rnanfaat BL? Desa sebagaimana dimaksud

paca ayat tilt merupakan petani, BLT Desa dapat cigunaka'n untuk

kebutuhan Pembelian PuPuk.

Rincian keLuarga penerima manf-aat se?ragaimana dimaksu<i paria ayat (2i

berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Desa.

Pendataan keluarga penerima manfaat BLT llesa sehagaimana dimaksud

pada ayat ti,t r:nempertimbangkan Data Terparlu Kesejahteraan $osial

tDTKSi dari Kementerian Sssial.

Besaran BLT Desa sebagaimana dirnaksuC paCa ayat i1) ditetapkan

se-besar Rp 300.0CIG,00 itiga ratr"rs ribu rupiahi untr'rk buian pertama

sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat"

Pembayaran BLT Desa sebagaimaaa dimaksud pada ayat i6] diiaksanakan

selama 1? {dua beias} 'bulan mulai bulan Januari'

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sarnpai dengan bulan

kedua belas lebih besar Cari kebutuhan BLT Desa sehagaimana dimaksud

dalarn Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT

Desa-buianbenkutnszamenggunakanDana|jesasej.ainlfanaDesauntuk

BLT Desa setiap bulan.

Dalam hal pernbayaran BLT Desa bulan i<edua sampai d"engan bulan

kedua belas tebih kecil dari kebutuhan BL? Desa sebagaimana dimaksud

calamPasa]12a3rati1}hurufa,selisihlebihDanaDesauntukBLTDesa
d.iarahkanpenggunaaBn3.auntukkegiatanpemulihanekonomiiainnyadi

Desa.

{2}

(si

(4)

(sl

{6)

t7)

(8i

(e)



(1)

(2i

iiOi Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima rnanfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat {21, Kepala Desa menetapkan Peraturan

Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerirna manfaat BLT

Desa.

(11i Ketentuan mengenai kriteria, rnekanisme pendataan, penetapan data

keluarga penerirna manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT

Desa sebagaimana dintaksud. pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Desa, Pem-bangunan Daerah Tertinggal cian

Transmigrasimengenaiprioritaspenggunaax}anaDesa.

Pasal 21

Kegiatan yang didanai d,ari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis

yang CitetaPkan oieh BuPati"

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai <lari Da*a Desa <iiutamakan secara

swakelola dengan menggunakan *umber dayalbahan baku lokal, dan

diupayakan d,engan lebih Lranyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat

Desa setempat.

Pasal 22

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak

terrnasuk daiam prioritas peilggunaan Daca l}esa sebagaimana dimaksuci

dalam Pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

Dalam memberikan persetujua.n sebagaimana dirnaksud pada ayat (t)'

Bupati raemastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang

menjadi prioritas teiah terpenuhi dan/atau kegratan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi'

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {1-) diberikan pada

saat evaluasi Rancangan Feraturan Desa merrgenai APBDesa'

Fasal 23

Kepaia lJesa bertanggung jawa-b atas penggunaan Dana l;esa termasuk

BLT Desa.

Femerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian

kelengkapan persyaratan pen3raluran Eana *esa dan kebenaran dakurnen

persyaratan untuk setiap tahap peayaluran'

(1)

(2i

t3)

(i)

f'p,S{*A,&tr
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(3) KPA BUN Pengelolaan Dana 'T'ransfer umum dan KPA Penyaiuran Dana

Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak hertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa *leh Pernerintah

Desa.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan raasing-rnasing"

BAE V

PEMAI{IAUA3{ DA}I EITATUASI

Pasal 24

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakuka:r pemantauan atas

pengalokasian, penyaluran, dan perrggunaan Dana Desa secara. sendiri-

sendiri atau bersama-sama.

Pemantauan sebagaimana dirnaksud pada ay*t (1) dilakukan terhadap:

a. PeratLrran Desa mengenai AFBDesa;

tr. Pen5raluran Dana Desa;

c. laporan realisasi penyerapan daa capaian keiuaran Dana Desa;

d. penyarnpaian laporan konvergensi pencegahan stt;rtting tingkat Desa;

e. sisa Dana Desa di RKD.

Fasal ?5

Pemantauan terhadap penerbitan Peraturan Desa mengenai APBDesa

sebagaimana dimaksud daiam Pasal 21 ayat {2} huruf a dilakukan untuk

menghindari keterlambatan penyalEran Dana Desa tahap I.

Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan Peraturan Desa

se'bagaimana dimaksud pada ayat {i}, Bupati melalui Perangkat Daerah

terkait cian Kecamatan meminta Desa untuk meiakukan percepatan

penetapan peraturan Desa mengenai APBDesa'

(4)

(1)

{2)

(i)

(2|
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(1)

\2)

Fasatr 26

pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD meialui

RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {2i huruf b dilaksanakan

untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

Fasai 27

Pernantauan terhadap penyampaian lapcran realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Darta Desa dan iaparan konvergensi pencegahan

sfisnting sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24 ayat {2} huruf c dan

huruf d diiakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dafla Desa

tahun anggaran berjaJan"

Daiam hatr Desa teriambat dan/atau cdak menyampaikan laporan

sebagaimana cLimaksud pada ayat i1), Bupati dapat meminta kepada Desa

untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana

dimaksud Pada a3rat (1].

BupaLi melalui Dinas terka"it d,apat berkcard,inasi cengan Desa untuk

proses percepatan penyarnpaian laporan sehagaiman*" dirnaksud pada

ayat (1).

Pasal 28

(1i pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23a3rat(2)hurufedilakukanuntukmengetahui:
a" besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2O15 sampai

dengan Tahun Anggaran 2AL8 yang belum disetarkan oleh Kepala

Desa ke RKUD;

b. besaran sisa Dana Desa di RKUD y8.rig belum <iisetorkan oieh Bupati

ke RKUN meliPuti:

1. sisa Da-na" Desa Tahun Anggaran 2O15 sampai dengan Tahun

Anggaran20lsyangd.isetorolehKepalaDesakeRKUD;

2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan

Tahun Anggaran 2O19;

(3)



(2i

c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2*19 yaI1g heium

selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap iII Tahun Anggaran

2020;

d. hesaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Aaggaran 2*20.

Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huri'rf a

diperhitungkan pada penyaiuran Dana Desa tahap ill Tahun Anggaran

ZA21 setelah dikura-irgi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

berrlasarkan hasil rekonsiiiasi antara Kepala Desa cian Bupati'

sisa Da,a Desa di RKD Tahun Anggaran 2a1r9 yaag belum selesai

diperhitungkan di tahan IiI Tahun Anggaran 2020 sebagairnana dirnaksud

pada a3rat (1) hgruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa Tahap

IiI atau penya}.rran Dana Desa Tahap Ii ur:.tuk Desa berstatus Desa

mandiri Tahun Anggaran 2*21 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa

untuk BLT Desa'

sisa Dana Desa di RKD T'ahun Anggaran 2{}2A sebagaimana riimaksud

pada ayat (li huruf d yang tjdak dianggarkan kembali akan

diperhitungkan pada penyaiuran Dana Desa ?ahap Ii untuk Desa

berstatus Desa mandiri Tahun Anggaran }OZL setelah dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa'

Dalam Lral Dana Desa Tahap iII Tahun Anggaran 2020 sebagaimana

dirnaksud pada ayat (2), {3},dan ayat {4} tidak rnencukupi selisih sisa Dana

Desa diiperhitungkan paeta penya-luran *a*a Desa Tahap II Tahun

Anggaran 2A22.

Pasal 2?

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana

Desa sebragaimana dimaksud Pasal 24 ayat {2} huruf c dengan melakukan

pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keiuaran yang

akan direkam daiam aplikasi online Monitoring sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara tOM SPANi.

Bupati melakukari pemantauan dan evaluasi atas *isa Dana Desa di RKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {2i huruf e dengan merninta

penjelasan kepada kepala Desa $lengenai sisa Dana Desa di RKD'

Dalam hal terdapat iadikasi penyalahguna.an Dana Desa, Bupati dapat

meminta Aparat Fengawas inter:ral Pemerintah Oaerai: untuk rneiakukan

pemeriksaan.

(3)

t4)

(s)

i1)

(2)

t3)
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BAB VI

S^ENKBI ADMINI$TRATIF

Pasal 30

i1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat

metrakukan penghentian penyaiuran Dana Desa tahun anggaran berjaian

danlatau tahun anggaran berikutnya, dalam hai terdapat permasaiahan

Desa, beruPa:

a. Kepala Desa melakukan pe::yalahguaaan Dana Desa dan ditetapkan

sebagai tersangka: atau

b. Desa mengalami permasalahan admini.strasi dan/atau ketidakjelasan

status hukum"

i2)

(3i

Bupati melakukan pernantauan ata*

penyalahgunaan Dara Desa yarrg meii-batkan

dimaksud Pada aYat i1i huruf a'

Dalam hai Kepala Desa telah ditetapkan seLragai tersangka, Bupati

menyampaikan surat permohonan penghentian pen3ialuran Dana Eesa

kepad.a Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan.

Kementerian Keuangan c.q. Direktarat Jenderai FerimLrangan Keuangan

dapat meiakukan penghentian penyaluran Dana Desa, trertiasarkan:

a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3i;

atau

tr. sr-rrat rekemendasi dari kementerian/lerxbaga terkait atas

permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {i} huruf b'

Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohnnan dari

Bupati setragaimana dimaksud pada ay*t {4} huruf a atau surat

rekomenciasi elari kementerianliembaga terkait se-bagairnana rlirnaksud

pad.a ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap

berikutnya seteiah surat dimaksud diterima'

penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dinnaksud pada aSrat {4}

dan ayat (5) dilakukan meialui surat Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan kepada Direktur Jenderal Perb*rdaharaan dengan t*mbusan

Bupati atau kementerian/iembaga terkait.

proses perkara hukum

Kepala Desa sebagaimana

(4)

(5)

to]
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(i)

{2\

l7l Daiam hal surat permohonan tiari Bupati sebagaimana riimaksud pacia

ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Dsea tahap iII atau Da:ra Desa

Tahap It untuk Desa berstatus Desa mandiri Tahun Anggaran hedalan

disalurkan, pen-'rraluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran berikutn3ra

ditrentikan.

Pasal 31

Dana Desa yang d.ihentikan penyalurann)'a se-tragaimana dirnaksr'ld datrarn

Pasal 30 ayat {4i, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD'

Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimakslld

dalam Pasal 30 qvat {4} huruf a" berhak rnendapatkan pen3raluran Dana

Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian

penyaluran Dana Desa-

Pengecualian atas pengaturan sebagaimana Cimaksud pada ayat (2)

diiakukan seteiah Menteri Keuangan c.q. Dir*ktur Jenderal Perimbangan

Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian

penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggai 30 Juni tahun

anggaralt beqjalan.

surat permohonan pencabutan penghentian penyaiuran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat i3) diterbitkan setelah terdapat

pencabuta"n status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka'

dan/atau putusan pengadilan yang mempun5zai kekuatan hukurn tetap'

Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana climaksud

dalam Fasal 30 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan

c.q. Direktorat Jenderai Peri.mbangan Keuangan menerima surat

rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari

kementerianllembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tabun

arlggaran berjalan.

Dalam ha1 surat permohonan sebagai"mana dimaksuri pada ayat {3i atau

surrat rekomendasi sebagairnatva dimaksud pada ayat i5) diterima setelah

tanggal 30 Juni tahun anggaran berjaian, Dana Desa disalurkan untuk

tahun anggaran berikutn;'a sepanjaag Dana Desa untuk Desa tersebut

telah dialokasikan"

Direktur Jenderal Perimbangan Keuamgan berd.a'sarkan sr-rrat permohonan

dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {3} atau *urat r:ekomendasi

riari kernenterian I iembaga s*bagaimana dimaksuti pacia ayat (5)

ffi#Saffi&.F
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(6)
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t1)

menerbitkan surat penca-butan penghentian penyaluran Dana Desa dan

disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan t'embusan

Bupati kota atau kementerian/lembaga terkait'

Pasal 32

Daiam hat Pemerintah Desa tidak meiaksanakan BLT Desa selarna 9

(sembilani buian pada Tahun Anggaraa ?020, dikenakan sanksi

pemotongan Dana Desa sebesar 507o ilima puluh persen) dari Dana Desa

yang akan disalurkan pada tabrap ii Tahun Angga"ran 2*21.

Penyaluran Dana Deea tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setelair dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan'

Pengenaarr sanksi kepada Pemerintah Desa *ebagaimana dimaksud pada

ayal (u dikecualikan d"alam hal berdasarkan hasii musyawarah Desa

khusus I musyannarah insidentil lidak terdapat calon keluarga penerirna

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria danf atau tidak tersedia cukup

anggaran setiaP buiannYa.

F{asil musyawarah Desa khusu*/ musJrawarah insidentii sebagaimana

rlimaksud pada ayat {2} ditetapkan daiam Peraturan Kepaja Desa yang

diketahui oleh pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk'

Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan

sebagaimana dimaksud pada a3rat (1) pada pen3taluran Dana Desa dalam

aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaal dan Anggaran Negara

{OMSPAN}.

Fasal 33

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua

hreias] buian Tahun Aaggaran 2OZl, dikenakan sanksi pemotongar:- Dana

Desa sebesan: 509/o (1ima puluh perseni dari Dana Desa yang akan

disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2*22 '

pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dima"ksud pada

ayet il) dikecualikan dalam ha-t berdasarkan hasi"l musyawarah Desa

khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria'

(2)

(3)

{4}

ts)

(1)

(2)
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(3i

(4)

Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentii sebagaimana

dimaksud pad.a ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang

d"iketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten'

peraturan Kepala Desa sebagairnana dimaksud pada ayat {3} disampaikan

oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KFA Penyaluran Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Desa melaiui aplikasi online l$anitoring sistem

perbendaharaan dan Anggaran Negara {oM SPAN} sebagai sYarat

penyaiuran DaJIa Desa tahap 11 pada Tahun Anggaran 2422.

BAB VII

PELAPOA*}{

Pasal 34

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi periyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sebagaimana dimaksuc pada a3'at {i} terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan eapaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran sebetrumnYa; dan

b. iaporan realisasi penyerapan dan capaian keiuaran Dana Desa tahap

I.

c. laporan realisasi penyerapan da:r capaian keluaraa Dana Desa tahap

II

ri" laporan konvergensi pencegahan stunting ti*gkat Desa tahun

Anggaran sebetrumnYa'

{3i Laporan realisasi penyerapan dan capaiari keluaran Bana Desa tahun

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

disampaikan Pada bulan Januari.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa $ampal

dengan tahap 11 sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

disarnpaikan pada paling lambat bulan Jurri tahun allggaran berjalan'

Dalarn hal terdapat pemutakhiran capaian keluarafl setelah bate-s waktu

penyarnpaian laporan'r sebagaimana dimak*ud pada ayat {3} dan ayat (4},

Kepala Desa nnenyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada

Bupati.

i1)

(2J

(4)

ts)

$?'l'"'$"ffiF'Lffi
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(1)

BAB VIII

PEMBII{AAI{ DAN PEI{GAIIIASAIS DAITA DTSA

Pasal 35

Bupati melakukan pernbinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan

evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara bedenjang.

Pemantauan cian evaiuasi penetapan prioritas penggunaan r.ana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1i dilakukan oleh camat.

pemantauan dan evaluasi sebagaimana d.imaksud dalam ayat {21, dapat

ditrantu oieh Tenaga Pendanrping Professional'

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberd.ayae'n Masyarakat dan Desa dan

Sosiai disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan

sesual dengan keten tu an peratura-I} peru nci an g- undan gan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial melakukan tugas

pernbinaan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui

fasilitasi periyusunall perencana*"n pembangunan partisipatif dan

prograrn pemberdayaan masyarakat Desa'

(2t

{3i

(4)

-1-

(s)

Pasal 36

Pengawasan atas Pelaksanaan Dana

Pengawas Fungsional sesuai dengan

undangan.
Pasal 37

Desa dilaksanakan oleh AParat

ketentuan Peraturan Per"undang-

Dalam hat terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Dana

Desa berdasarkan hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional atau aparat

pemeriksa, maka hasii audit tersetrut dija<iikan ciasar pemberi.an sanksi

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

SgKffiA
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BAB TX

KETTENTUAN PENUTUP

Pasal 38

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap oraflg mengetahuinya, memerintahkan penguadangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di

pada tanggal

Barito Timur

B t-1-" o[ z}zt

.r-
I

r-

BUPATI BARITO TIMUR,

Diundangkan di Barito Timur

pada ta.nggat I t"lo.re [ 2021

SEKRETARIS DAERAH

NEOETAF.

B ERITXoAERAH KABU PATEN BARI?O TIMUR ?AHUN 2OZINOMOR .B O
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PERATURAN BUPATI BARITO TIUUR
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TATA CARA PEUBAGIAN DAII PTXETAPAII
RINCIAI5 DAITA DESA KABI,PATEN BARITO
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Pagu DD Tahun Anggaran 2021

No. Kecamatan Nama Desa
Pa6u Bana Oesa Per-

Ilesa

(1) (2) (3) (4t

L Dusun Timur Pulau Patai e26.007.000

2 Dusun Timur Sarapat 768.671.000

3 Dusun Timur Magantis 896.854.000

4 Dusun Timur Iaar 927.534.000

5 Dusun Timur Matabu 870-422.OW

5 Dusun Timur Dorong 800.960.000

7 Dusun Timur Didi 723.2s8.000

8 Dusun Timur Karans Langit 696.04s.000

9 Dusun Timur Haringen 784.933.000

10 Dusun Timur laweten 813.163.000

11 Dusun limur Matarah 782.L94.W4

L2 Dusun Timur Maragut 719.988.000

L3 ,usun Timur Mangkarap 812.763.W

L4 Dusun Timur 6umpa 824.429.000

15 Dusun Timur tumur 721.290.000

L6 DusunTimur Harara 810.513.000

L7 Sanua Lima Kandris 818.134.000

18 Banua Lima Banvu Landas 673.541.000

79 BenuaLi$ra Basok 743.625.W

zo Banua Lima lamban 868.724.000

2l lanua Lirna [ewah Pupuh 1.146.357.000

22 Banua Lima Sudans Seng 9s8.586.000

23 Patanekeo Tutui )ulau Padang 703.889.000

24 Patanekeo Tutui (ambitin 667.807.m0

25 PatanskeD Tutui Ramania 7ss.014.000

26 Patangkep Tutui ]entot 910.983.000

27 )atanckeD Tutui Amoari Bura 894.245.000

28 )atangkeo Tutui (otam 9s3.328.000

29 Patanekep Tutui Betang Nalong 723.108"@

30 Patanskep Tutui Mawani 730.905.000

31 Patanekep Tutui lango 775.529"000

32 Patanekeo Tutui Lalap 945.691.000

33 Awang Janah Jari 836.053.000

34 Aurang Bangkirayen 702.264.NO

35 Awang Hayaping 885.010.000

36 Awang Iangkan 764-64!.W

37 Awang Wungkur Nanakan 75s.899.000

38 qwang Ampari 744.38s.000

39 Awang Aoar Batu 787.239.OOO

4A Awang Biwan 699.420.000

47 \wang lsnah Mansiwui 713.894.(m

42 {wang Danau 79A.773-00o

43 Awang Pianggu 1.036.355.000

44 Dusun Tengah Saing 69'4.2.{3.OOO

45 )usun Tengah Rodok 1.138.9s3.000

46 Dusun Tengah Amoah ll 724.313.000

47 BusunTengah Putai 1.0Os.L65.000

4A Dusun Tengah NetamDin
-t1.052.135.000

49 DusunTensf llr.mn*rrF 97E.764.000

50 Dusun fengr if,;r;R^?-^--- r 959-194-000

51 Ors,rn tengat:;, I PamhnBn:1 a
t

-,



,,\

.T-]Pe*atang 
Karau Muara Palantau 1.948.661.000

53 )ematang Karau (etab 1.152.856.0m

54 lematans Karau (uoans Bersih 1.595.059.000

55 )amalanc Kerell luyau 877.053.000

56 ,emrtrns l(arru Pinang Tunggal 737.763.000

57 Pematang Karau Nagaleah 84s.454.000

58 Ddmrt2n,, l(eralt rampeong 909.581.000

59 Dam+rno Karalt Bararawa 1.129.315.000

60 ,6mltanc KerAU Bambulung 1.145.683.000

61 Pematans Karau -ebo 924.218.000

62 Pematang Karau Muru Duyung 741.170.000

63 Pematang Karau Iumpung Ulung 822.720.000

6/t Pematans Karau Sumber Rejo 7s3.784.W

65 Paiu Egat luru Banu e17.129.000

66 Paiu Epat Ielane Baru 1.143.313.000

67 %iu Epat fampulangit 812.353.000

68 )aiu Epat lelans 914.765.000

69 >aiu Epat Maipe 1.031.358.000

70 Paiu Epat Murutuwu 898.202.000

7t Paju Epat Balawa 968.677.000

72 Paju Epat (aliNapu 750.695.000

73 Paiu Epat iiong 1.010.004.@o

74 Raren Batuah Puri 823.7ss.000

75 Raren Eatuah lenggang 877.629.000

76 laren Batuah Batuah 1.049.46s.000

77 Raren Batuah Jnsum 818.463.000

7& Raren Batuah ]aruyan 803.942.0m

79 Raren Batuah Turan Amis 7s3.176.000

80 Raren Batuah Malintut 796.518.000

81 Raren Batuah langkum 733.753.000

82 Raren Batuah iibune 834.053.000

83 Paku fampa 816.501.@0

84 Paku Kalamus 1.089.733.000

85 Paku Simpang Bingkuang 724.L24.W

85 ,aku Patuns 741.851.000

87 Paku Runggu Raya 800.556.000

88 Paku Bantai Napu 786.037.000

89 Paku farinsing 6s9.150.000

90 )aku Paku Beto 754.299.O@

9L )aku 6andrung 80s.770.000

92 Paku )angkan 866.430.000

93 Paku (upang Baru 668.697"000

94 Paku Luau Jawuk 719.589.000

95 (arusen Janang Dayu 973.468.000

96 l(arusen Janang Wuran 906.994.000

97 Karusen Janang pu Mea 739.344.000

98 Kanrsen Janang Lagan 714.O53.O@

99 Karusen Janang Putut Tawuluh 767.08s.000

100 Karusen Janang iimpang Naneng 581.254.000

101 (arusen lanang (andris 669.837.000

Total 86.868.818.000

ATIPERA A.Y. MEBAS
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